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policies and strategies to the development of the times, so as to create a safer
environment for the community. Thus, this study is expected to provide a
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Abstrak

Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital Merupakan Isu Yang Semakin Kompleks Dan Menantang, Terutama
Dengan Berkembangnya Teknologi Informasi Yang Memfasilitasi Berbagai Bentuk Kejahatan Seperti
Penipuan Online, Penggelapan, Dan Pencucian Uang. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis
Karakteristik Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
Digital, Serta Merumuskan Solusi Yang Efektif Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut. Dengan
Pendekatan Kualitatif Yang Mendalam, Penelitian Ini Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Tindak Pidana
Ekonomi Yang Muncul Akibat Kemajuan Teknologi, Tantangan Regulasi Yang Belum Sepenuhnya Mampu
Mengakomodasi Perkembangan Tersebut, Serta Pentingnya Edukasi Masyarakat Dalam Memahami Risiko
Dan Dampak Dari Kejahatan Ekonomi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemahaman Yang Mendalam
Tentang Fenomena Ini Sangat Penting Untuk Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Yang
Responsif Terhadap Perkembangan Zaman, Sehingga Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Lebih Aman
Bagi Masyarakat. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Signifikan
Dalam Pengembangan Kebijakan Hukum Yang Lebih Adaptif Dan Efektif Dalam Menghadapi Tantangan
Di Era Digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Era Digital, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara
di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi
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informasi yang pesat, bentuk-bentuk kejahatan ekonomi semakin beragam dan kompleks. Tindak
pidana ekonomi mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah, seperti penipuan, penggelapan, pencucian
uang, dan korupsi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga
berdampak negatif pada perekonomian negara secara keseluruhan. Kerugian yang ditimbulkan dari
tindak pidana ekonomi dapat mengganggu stabilitas pasar, mengurangi kepercayaan investor, dan
menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai
fenomena ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang
efektif(Septianingrum Dkk, 2024).

Di era digital, banyak transaksi ekonomi yang dilakukan secara online, yang membuka
peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana ekonomi dengan cara yang lebih
canggih. Misalnya, penipuan online, penggelapan, dan pencucian uang melalui platform digital
semakin marak terjadi. Dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, pelaku kejahatan dapat
dengan mudah menyembunyikan jejak mereka, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam
mendeteksi dan menangani kejahatan tersebut. Selain itu, banyak individu dan pelaku usaha yang
masih kurang memahami risiko yang terkait dengan transaksi online, sehingga mereka menjadi
korban. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk beradaptasi dan mengembangkan metode
baru dalam mendeteksi dan menangani kejahatan tersebut. Tanpa adanya penyesuaian dalam
pendekatan hukum, upaya penegakan hukum akan menjadi semakin sulit dan tidak efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi adalah
kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari kejahatan ini.
Banyak individu dan pelaku usaha yang masih kurang waspada terhadap modus-modus penipuan
yang berkembang, sehingga mereka menjadi korban. Edukasi dan sosialisasi mengenai tindak
pidana ekonomi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham dan dapat melindungi diri mereka
dari potensi kerugian. Program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,
termasuk sekolah, komunitas, dan media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan
pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan meningkatkan pengetahuan
masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan melaporkan
tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang(Rayhan, 2024).

Selain itu, sistem hukum yang ada juga sering kali tidak cukup responsif terhadap
perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam tindak pidana ekonomi. Banyak regulasi
yang belum diperbarui untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat digitalisasi. Hal ini
menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, undang-
undang yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi masih perlu
disempurnakan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta
untuk memperbarui dan memperkuat regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi yang lebih baik,
diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efektif
dan efisien.

Dalam konteks ini, peran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya menjadi sangat
penting. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu
memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan
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menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, kualitas dan integritas
proses peradilan harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap tinggi.
Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam
menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi juga sangat diperlukan. Dengan demikian,
diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Tindak pidana ekonomi juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian negara.
Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau perusahaan,
tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, penggelapan pajak
dan korupsi dapat mengurangi pendapatan negara, yang pada gilirannya berdampak pada
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, kejahatan ekonomi dapat menciptakan
ketidakadilan sosial, di mana pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding
dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, penanganan yang
serius terhadap tindak pidana ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan ekonomi
nasional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang
komprehensif dan terintegrasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum,
penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara berbagai
pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk
menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi kegiatan ekonomi. Kerjasama internasional
juga menjadi kunci dalam memerangi tindak pidana ekonomi, mengingat banyak kejahatan yang
bersifat lintas negara. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat
dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh(Ningrum, 2022).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan
solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital. Diharapkan, hasil
penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan
hukum yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
melindungi diri dari tindak pidana ekonomi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan
yang dihadapi dan penerapan solusi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari
tindak pidana ekonomi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga
akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, sehingga penegakan hukum
terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital, dan bagaimana
karakteristiknya berbeda dari tindak pidana ekonomi konvensional?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana
ekonomi di era digital?

3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap
tindak pidana ekonomi di era digital?
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Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era
digital.

2. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak
pidana ekonomi di era digital.

3. Menyusun rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap
tindak pidana ekonomi di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan
desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali
secara mendalam fenomena tindak pidana ekonomi di era digital, serta memahami konteks sosial,
budaya, dan hukum yang mempengaruhi praktik-praktik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti
akan mengumpulkan data melalui analisis dokumen dan studi literatur. Analisis dokumen akan
dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus tindak pidana ekonomi
yang terjadi di Indonesia, serta regulasi yang mengatur tentang transaksi elektronik dan
perlindungan data. Selain itu, peneliti juga akan meneliti laporan-laporan penelitian sebelumnya,
artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
ekonomi di era digital.

Data yang diperoleh dari analisis dokumen dan studi literatur akan dianalisis menggunakan
teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang
muncul dari dokumen yang telah dikaji. Proses analisis ini akan melibatkan pengkodean data untuk
mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan masalah
penelitian. Hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, serta untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan transaksi digital. Dengan pendekatan ini,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan
kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan
ekonomi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Yang Muncul Di Era Digital, dan Karakteristiknya
Berbeda Dari Tindak Pidana Ekonomi Konvensional

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, definisi tindak pidana ekonomi telah
mengalami transformasi yang signifikan. Tindak pidana ekonomi di era digital merujuk pada
berbagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Berbeda dengan tindak pidana ekonomi
konvensional yang sering kali melibatkan transaksi fisik dan interaksi langsung, kejahatan di dunia
maya dapat dilakukan secara anonim dan tanpa batasan geografis. Dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor 436 K/Pid.Sus/2021, pengadilan harus mempertimbangkan karakteristik unik dari
tindak pidana ekonomi digital saat memutuskan perkara, termasuk dalam hal pembuktian dan
penjatuhan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang definisi dan

1013



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA * *
https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Vol : 2 No: 1, Januari 2025 %
E-ISSN : 3047-7824

konteks tindak pidana ekonomi digital sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif, terutama
dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi
dan menuntut pelaku kejahatan yang beroperasi di ranah digital.

Terdapat berbagai jenis tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital, yang masing-
masing memiliki modus operandi yang berbeda. Salah satu bentuk yang paling umum adalah
penipuan online, yang mencakup praktik seperti phishing, di mana pelaku mencoba mencuri
informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Penipuan ini sering kali dilakukan
melalui email atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu korban agar memberikan data
sensitif, seperti nomor kartu kredit atau kata sandi. Selain itu, skimming, yang melibatkan pencurian
data kartu kredit melalui perangkat ilegal, juga semakin marak. Jenis lain yang perlu diperhatikan
adalah pencucian uang melalui platform digital, di mana pelaku menggunakan transaksi online
untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal. Penipuan investasi dan skema Ponzi juga menjadi
masalah serius, di mana pelaku menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor dengan
menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama. Dalam putusan yang dibahas,
Terdakwa Prima Hendika terlibat dalam usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida,
yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi digital yang merugikan banyak orang
dan menunjukkan bagaimana kejahatan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem
ekonomi(Jeryawan, 2024).

Karakteristik tindak pidana ekonomi digital sangat berbeda dari kejahatan konvensional,
yang membuatnya lebih sulit untuk ditangani. Salah satu karakteristik utama adalah anonimitas
yang diberikan oleh internet, yang menyulitkan pihak berwenang dalam melacak pelaku. Dalam
banyak kasus, pelaku dapat menggunakan identitas palsu dan alamat IP yang dapat dengan mudah
disembunyikan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Kecepatan dan volume transaksi yang
tinggi dalam dunia digital memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan dalam skala besar
dalam waktu singkat. Penggunaan teknologi canggih, seperti enkripsi dan jaringan anonim, juga
memberikan perlindungan tambahan bagi pelaku, membuat mereka semakin sulit untuk ditangkap.
Dalam putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor
ini saat mengevaluasi bukti dan menentukan hukuman yang tepat, agar keadilan dapat ditegakkan
secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus beradaptasi dengan cepat
terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Dampak dari tindak pidana ekonomi digital juga lebih luas dan kompleks dibandingkan
dengan kejahatan konvensional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu
atau perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara
keseluruhan. Misalnya, penipuan investasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar
dan lembaga keuangan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
pencucian uang yang dilakukan melalui platform digital dapat mengganggu integritas sistem
keuangan. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, dampak sosial dan ekonomi dari tindak
pidana ekonomi digital harus menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan sanksi, agar
hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa
di masa depan. Pengadilan harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian finansial yang dialami
oleh korban, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem
hukum dan ekonomi.
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Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami
dengan baik bentuk-bentuk dan karakteristik tindak pidana ekonomi di era digital. Pengetahuan
yang mendalam mengenai modus operandi pelaku kejahatan digital akan membantu dalam
merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara berbagai
lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan
lintas negara yang sering kali melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Dalam putusan
Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan juga harus mempertimbangkan kerjasama antar
lembaga dalam proses penyelidikan dan penuntutan, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara
lebih komprehensif. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan teknologi antara lembaga
penegak hukum, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam menangani kejahatan digital.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam upaya
memerangi tindak pidana ekonomi digital. Masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan modus
operandi kejahatan digital akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Program-
program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan
media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap
tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan dapat mendorong
inisiatif edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan, sehingga masyarakat dapat
berperan aktif dalam melindungi diri mereka dari potensi kerugian. Dengan meningkatkan
pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengenali tanda-tanda penipuan dan
melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital
menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Dengan
memahami perbedaan antara tindak pidana ekonomi digital dan konvensional, serta tantangan yang
dihadapi dalam penegakan hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk
mengatasi masalah ini. Putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung harus mencerminkan
pemahaman yang mendalam tentang dinamika kejahatan ekonomi di era digital, sehingga dapat
memberikan keadilan yang seimbang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih
responsif terhadap perkembangan zaman. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks ini tidak
hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi
yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan
terlindungi dari tindak pidana ekonomi(Akbar Dkk, 2024).

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana
Ekonomi Di Era Digital

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani
tindak pidana ekonomi di era digital adalah keterbatasan regulasi dan kebijakan yang ada. Meskipun
Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi,
banyak dari regulasi tersebut yang belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek baru yang muncul
akibat perkembangan teknologi. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang transaksi
elektronik dan perlindungan data pribadi masih perlu disempurnakan agar dapat memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pid.Sus/2021, pengadilan harus menghadapi celah hukum yang ada, yang sering kali
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menghambat proses penegakan hukum. Keterlambatan dalam pembaruan undang-undang untuk
mengatasi kejahatan digital menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini, sehingga
pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari sanksi. Hal ini
menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak cukup responsif terhadap dinamika kejahatan
yang terus berkembang, sehingga diperlukan upaya yang lebih proaktif dalam merumuskan
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Keterbatasan regulasi ini juga berkontribusi pada kesulitan dalam membuktikan tindak
pidana ekonomi yang dilakukan secara digital. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum
menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Hal
ini disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai bagaimana bukti digital harus
dikumpulkan dan disajikan. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus
mempertimbangkan bukti yang ada dengan hati-hati, mengingat kompleksitas dan sifat dinamis dari
kejahatan digital. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan harus mengevaluasi keabsahan
bukti yang diperoleh dari platform digital dan memastikan bahwa proses pengumpulan bukti
tersebut tidak melanggar hak-hak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbarui
dan memperkuat regulasi yang ada agar dapat memberikan landasan hukum yang lebih solid bagi
penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital, serta memberikan kejelasan bagi
aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Selain keterbatasan regulasi, sumber daya manusia dan kapasitas aparat penegak hukum
juga menjadi tantangan signifikan dalam menangani tindak pidana ekonomi digital. Banyak aparat
penegak hukum yang belum memiliki pelatihan yang memadai mengenai teknologi digital dan
modus operandi kejahatan yang berkembang. Keterbatasan pengetahuan ini mengakibatkan
kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan digital secara efektif.
Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan latar
belakang dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang kompleks, yang sering
kali melibatkan teknologi canggih. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan harus
mengevaluasi apakah aparat penegak hukum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami
bukti digital yang disajikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan
bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada, serta
memahami cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan
aksinya(Asaad Dkk, 2023).

Kurangnya sumber daya dan alat yang memadai untuk investigasi kejahatan digital juga
menjadi kendala yang signifikan. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia yang masih
menggunakan metode tradisional dalam penyelidikan, yang tidak selalu efektif dalam menghadapi
kejahatan yang dilakukan secara online. Misalnya, alat untuk melacak transaksi digital dan
menganalisis data sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Dalam konteks putusan Mahkamah
Agung, hal ini dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan hasil akhir dari proses hukum.
Ketidakmampuan untuk mengakses teknologi yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan digital
dapat mengakibatkan hilangnya bukti penting dan menghambat proses penuntutan. Oleh karena itu,
investasi dalam teknologi dan alat yang diperlukan untuk investigasi kejahatan digital sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga penegak hukum perlu
mendapatkan dukungan dalam bentuk anggaran dan sumber daya untuk mengembangkan kapasitas
mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

1016



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA * *
https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Vol : 2 No: 1, Januari 2025 %
E-ISSN : 3047-7824

Kerjasama antar lembaga dan internasional juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting
dalam penanganan tindak pidana ekonomi di era digital. Di dalam negeri, sering kali terdapat
kesulitan dalam koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,
dan lembaga pengawas. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat
menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam putusan Mahkamah Agung, pengadilan
harus mempertimbangkan bagaimana kerjasama antar lembaga dapat diperkuat untuk mencapai
hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan
dapat merekomendasikan pembentukan tim gabungan yang melibatkan berbagai lembaga untuk
menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya
untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ini agar dapat bekerja
sama secara efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi, serta memastikan bahwa
semua pihak terlibat dalam proses penegakan hukum.

Di tingkat internasional, tantangan dalam menjalin kerjasama untuk menangani kejahatan
lintas negara juga menjadi hambatan yang signifikan. Tindak pidana ekonomi sering kali
melibatkan pelaku dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga
penegak hukum di berbagai yurisdiksi. Namun, perbedaan dalam sistem hukum, regulasi, dan
prosedur penegakan hukum antar negara dapat menyulitkan proses kerjasama ini. Dalam konteks
putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan bagaimana
kerjasama internasional dapat diperkuat untuk mengatasi kejahatan yang bersifat lintas batas. Hal
ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan mekanisme hukum yang
memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan
negara-negara lain, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam melacak dan
menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi di luar negeri.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani
tindak pidana ekonomi di era digital sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang
komprehensif. Keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan kerjasama antar lembaga menjadi
faktor-faktor yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam putusan
Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek ini dalam
proses penegakan hukum, agar dapat memberikan keadilan yang seimbang dan mendorong
terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengatasi
tantangan-tantangan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era
digital dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi masyarakat dari
dampak negatif kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang efektif tidak
hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi
yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan
terlindungi dari tindak pidana ekonomi(Baza Dkk, 2023).

Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital

Salah satu solusi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak
pidana ekonomi di era digital adalah dengan melakukan peningkatan regulasi dan kebijakan yang
ada. Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan teknologi
dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk
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memperbarui dan memperkuat regulasi yang mengatur tindak pidana ekonomi, termasuk undang-
undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid.Sus/2021, pengadilan menunjukkan pentingnya adanya
landasan hukum yang jelas untuk menuntut pelaku kejahatan digital. Dengan memperbarui regulasi,
diharapkan aparat penegak hukum dapat memiliki pedoman yang lebih baik dalam menangani
kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi digital, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum melakukan
tindakan ilegal.

Pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi juga
menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kebijakan yang ada
harus mampu mengantisipasi dan merespons perubahan yang cepat dalam dunia digital, termasuk
munculnya teknologi baru yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kebijakan
yang mengatur penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency perlu diperhatikan, mengingat
potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah
Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang lebih baik dapat
membantu dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya kebijakan yang adaptif, diharapkan
aparat penegak hukum dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat
perkembangan teknologi. Selain itu, pengembangan kebijakan juga harus melibatkan partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang
dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain peningkatan regulasi dan kebijakan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum juga merupakan solusi yang sangat penting. Banyak aparat penegak hukum yang
belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kejahatan digital.
Oleh karena itu, program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan perlu diimplementasikan
untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi digital dan modus operandi kejahatan
yang berkembang. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus
mempertimbangkan latar belakang dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus
yang kompleks. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, diharapkan aparat penegak hukum dapat
lebih efektif dalam menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan ekonomi di era digital. Pelatihan ini
juga harus mencakup simulasi kasus nyata dan penggunaan alat-alat investigasi modern, sehingga
aparat penegak hukum dapat langsung menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi
yang sebenarnya.

Pengadaan alat dan teknologi yang diperlukan untuk investigasi kejahatan digital juga
menjadi bagian penting dari solusi ini. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia yang masih
menggunakan metode tradisional dalam penyelidikan, yang tidak selalu efektif dalam menghadapi
kejahatan yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi yang diperlukan
untuk melacak transaksi digital, menganalisis data, dan mengumpulkan bukti digital sangat penting.
Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana
ketersediaan alat dan teknologi dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan hasil akhir dari
proses hukum. Dengan menyediakan sumber daya yang memadai, diharapkan aparat penegak
hukum dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas
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penegakan hukum. Selain itu, pengadaan alat yang tepat juga akan mempercepat proses investigasi,
sehingga kasus-kasus kejahatan ekonomi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

Membangun kerjasama yang kuat antar lembaga penegak hukum di dalam negeri juga
merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama yang
baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa
semua pihak terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat
bahwa pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana kerjasama antar lembaga dapat diperkuat
untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum. Strategi untuk meningkatkan
kerjasama ini dapat mencakup pembentukan tim gabungan yang melibatkan berbagai lembaga
untuk menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi secara lebih efektif. Dengan meningkatkan
komunikasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan penegakan hukum dapat
dilakukan secara lebih komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, kerjasama ini juga dapat
menciptakan sinergi dalam penggunaan sumber daya dan informasi, sehingga proses penegakan
hukum menjadi lebih efisien(Gultom Dkk, 2023).

Di tingkat internasional, inisiatif untuk menjalin kerjasama dalam penanganan tindak pidana
ekonomi juga sangat penting. Tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan pelaku dari berbagai
negara, sehingga memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum di berbagai
yurisdiksi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk
mempertimbangkan bagaimana kerjasama internasional dapat diperkuat untuk mengatasi kejahatan
yang bersifat lintas batas. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan
pengembangan mekanisme hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif.
Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, diharapkan aparat penegak
hukum dapat lebih mudah dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi di luar
negeri. Kerjasama internasional juga dapat membantu dalam mengembangkan standar dan praktik
terbaik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam upaya
memerangi tindak pidana ekonomi digital. Masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan modus
operandi kejahatan digital akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Oleh karena
itu, program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah,
komunitas, dan media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya
kewaspadaan terhadap tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung,
pengadilan dapat mendorong inisiatif edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan,
sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi diri mereka dari potensi kerugian.
Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengenali tanda-tanda
penipuan dan melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang. Kampanye edukasi ini
juga dapat mencakup informasi tentang cara melindungi data pribadi dan menghindari penipuan
online.

Secara keseluruhan, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas
penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital mencakup berbagai aspek, mulai
dari peningkatan regulasi dan kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, hingga kerjasama antar
lembaga dan edukasi masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan
harus mempertimbangkan semua aspek ini dalam proses penegakan hukum, agar dapat memberikan
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keadilan yang seimbang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap
perkembangan zaman. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif,
diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital dapat dilakukan dengan
lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan
ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada
sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara
berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana
ekonomi. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat
terjaga dan kejahatan ekonomi dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mengingat kompleksitas dan
dinamika yang terus berkembang dalam dunia digital. Tantangan yang dihadapi, seperti
keterbatasan regulasi yang ada, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta rendahnya
kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari kejahatan ekonomi, harus diatasi melalui
peningkatan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, pelatihan
berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan mereka memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan
kejahatan ekonomi digital. Program edukasi masyarakat juga harus menjadi prioritas, dengan tujuan
untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan
yang mungkin mereka hadapi. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan
masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan saling
mendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana ekonomi. Diharapkan
penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi
masyarakat dari dampak negatif kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum
yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya
pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang
lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana ekonomi.
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